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PEMBERIAIT IZIIT PEITDIRIAIT / OPDRASIONAL
MADRASAII IfSANAU'TTAII AL MA'ARIF I(ABUPATEN TULUITGAGUNG

PROVffSI JAITA TIMUR

I}TNGAN RAIIMAT TUHAITI YAITG MAIIA TSA

KTPALA KANTOR WILAYAII KTMTNTERIAN AGA}IA PROVIIIISI JA1IIA TIMUR,,

Menimbang (: bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat rnelalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

Mengingat

lr. bahwa masa berlaku izrn operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
TULUNGAGUNG Nomor: KdJs.4 / | /KS.O2/TSB/2Ot6
Tanggal 6 April 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang perpanjangan lzin
Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH AL
MA'ARIF KABUPATEN TULUNGAGUNG provinsi Jawa
Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOg tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dingan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201S tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

(



4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S1S0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OLO tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor Ll2, Tambahan kmbar.an
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2oo7

.tentang Standar Sarana dan prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2olo
tentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2ol3
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Peratura, Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2ot3 tentang
Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2ol3 tentang penyelenggaraan pendidikan
Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Isram Nomor l3g5
Tahun 2or4 tentang petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor sgBS
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan lzirr
Pendirian Madrasah, Penerbitan surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan -surat

Keterangan Kerusakan Dokumen Izin pendirian Madrasah;
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Menetapkan

KLISATU

KtrDUA

KtrTIGA

IVIEMUTUSKAN

: K .;IJU'I'USAN KI.]PALA KANTOR WILAYAH KEMENI'BRIAN AGAMA
T INTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
M U]RASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF' .KAI]UPATBN

1' II,UNGAGUNC} PROVINSI JAWA TIMUR.

: Nr ::mberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
k,pada madrasah sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang
n ,)rupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: P, mberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
K ,ISATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
n clakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
p, rundang-undrrngan;

: K :putusan ini nrulai berlaku pada tanggat ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Mei 2Ol7

KANTOR WILAYA}I
AGAMA

A TIMUR,

B^HRL+t



LAMPIRAN
KBPUTU SAN KEPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTEzuAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3092 TAHUN 2OT7

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWTYAI{ AL MA'ARIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA

TIMUR

IDENTITAS MAD] ASAH YANG DiBEzuKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRTAN

Nama Madrasah

Nomor Statistik'{adrasa}r

Alamat Madrasa r

Nama Organisasi Penyelenggal'a

Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

Pengesahan Akte

Organiszrsi Peny, :lenggara

Notaris

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,
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AL MA'ARIF

721235040030

JL. P. DIPONEGORO NO. 28

DESA KARANGWARU

KECAMATAN TULUNGAGUNG

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

YYS RADEN JA'FAR SHODIQ

NO. 595, Szu ARENI, S.H

AHU-0029062.AH.0 1. 04.TAHUN 20 16 /
O1 JULI 2OL6


